BAB 4 : Pcngembangmi Sistein Konsolidasi Tanah

4-1 Batasan dan Ciri Konsolidasi Tanah di Indonesia

Ciri Konsolidasi Tanah di Indonesia yang disajikan dalam laporan ini didasarkan atas
makalah “LAND CONSOLIDATION SYSTEM IN INDONESIA” karangan Prof. Dr. Ir.
H. M. Nad Darga Talkurputra, Deputi Bxdang Peugaluran Pcnguasaan dan Penatagunaan
Tanah, Badan Pertanahan Nasional.

4-1-1 chljaks'm'nn Pcahnalnn d'mKlT '

Pelaksanaan K_onsolld'm lanah d1 lndoncsm dldqsarkfm kepada Undang Undang Nomor §
Tahun 1960 tentang Pcraluran Dasar Pokok-pokok Agraria. Secara prinsip UUPA ini
“‘mengatur 4 hal pokok penting yakm a)Pengaturan penguasaan tanah )] Penatagunaan
Tanah, c) Peugurusan Imk nlas mnah, (DPendnﬂamn mnah :

) Pengaturan Pcnguasaan l’ln‘]h dlmaksudk'm unluk mcwuludkan keadllan sosial di masyarakat,
penatagunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besar  kemakmuran rakyat. ' Sedangkan

“Pengurusan Hak Atas Tanah dimaksudkan untuk menctapkan kepastian hak atas tanah, dan

-~ pendaflaran | tanah dnmksudkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Beberapa
ketentuan penting yang berkaitan dengan Konsohdam Tanah dalam Undang«undang l’okok:
Agrarla adalah scbagal bcnkul

. .Ketcntuan kctcntu'm pentmg dahm UUPA yfmg bcrkaltan dengan KfI‘

a - Tanah dimiliki oleh seluruh mky'il dan dcngan demikian negara (Pasal l dan 2)
" ‘mempunyal kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan
= tanah uniuk sebesar-besar kemakmuran mkyal oleh karenanya negara
~ tidak harus scbagai pemilik tanah. - : :
© Semua hak atas tanah_mempunyai fungsi sosial -~ . = -+ ] {Pasal 6)
¢. _._Pemillkan dan -penguasaan tanah dilaksanakan sedemikian rupa {Pasat 7, 8, 9, 10, 12,
.. sehingga tercapai alokasi/distribusi tanah merata yang adil dan merata, | 13, 17, 24, dan 53)
d. | Setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas | (Pasal 10) -~
~ . tanah perianian pada azasnya diwajibkan mcngerjakan atau o
mengusahannya sendiri sccara aktif. S
e.  Pemerintah diwajibkan = membuat rencana lalaguna tanah unluk (Pasal 14) ~ =
" mengakomodir semua usaha pembangunan B
f. . Jenis-jenis hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha Hak (Pasal 16)
" " Guna Bangunan, Hak Pakal Hak Sewa HaL Membukfl ianah danllak L
' Memungul Hasul Hulan : R

) : 4 1 2 Prmsnp prmsnp dan Proscdur KonsolldaSI I‘anah

_Pelaksanaan Kénsolidasi Tanah di Indonesna dldasarkan kepada Peraturan Kepala Badan .
_'" - Pertanahan- Nasional Nonior 4 Tahun 1991 tenlang KonsohdaSI Tanah bcserta Petunjuk

Pehksanaandan Petunjuk lekmsnya T e e T

(1) Pl'mSlp Dasar Knnsnlldasi'lanah ;r_;. SN

: chljaksanaan dasar Konsohdam Tanah- di Indoncsm adalah qcbagai benkut ! Perlu dlcatat' '

; dnsml bahwa “udak ada kejelasan kebuaksanaqn mengenal mfrastruktur" (Pendapat JICA




Study Team )

a. Konsohdas: Tanah adalah suatu kebijaksanaan pertanahan mengenai pcnataan kembali
pcnguasaan dan penggunaan tanah, sebagai upaya dalam penyediaan tanah untuk keperluan
pembangunan, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan konservaSI sumber daya

- alam dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakal '

b. ~ Tujuan Konsolidasi Tanah adalah uniuk mencapai kepasttan hak dan pemanfaalan atas

- fanah secara optimal melalui perbalkan penguasaan tanah atau efisiensi dan produktivitas
penggunaan tanah untuk mendukung pembangunan baik di perdesaan maupun pukotaan.

c.  Sasaran Konsolidasi Tanah adalah mencnp!akan tertib penguasaan dan penggunaan lanah :

d. - Pelaksanaan Konsolidasi T anah didasarkan kepada |111|3)awarah dari pcmllik lanah

" Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang bercirikan ilnlas sckloral dllaksanakan dengan ‘
melibatkan instansi terkait sccara terpadu, 0 :

f. - _Pada prmsum)a pembmyaan Konsol:da51 Tanah (llbebankan kepada pemlllk lanah B
- ‘sebagai peserta, , : : : -.

(2) Prosedur Konsohdas: Tanah

'Persmpan : : _
. Pada umumnya keglatan persrapan dlmulal dengan pcmlhhan lokasn yang dltetapkan olch:
7 Bupatl atau Walikota (Kepala Dacrah) selempal . : ’

_ InventarlsaSI Data o s : ST R _
Inventarisasi data dlmulal dengan pcngumpulan data pcnguasaan tanah sepert: status tanah )
batas-batas kemlhkan dan ldentltas para pemilik tanah. Demikian juga dengan data fisik

seperti data dan peta penggunaan tanah, pcta topograﬁ scbelum pelaksanaan Konsohd’m -
_Tanah : i, _ e S

Penataanﬂ(onstrukm TR - : i o
Kegiatan penataan dnwall dengan pcmbuatan Rancangan Rencana Blok selelah pengukuran o
rincikan dan mengacu kepada RUPKT. 'Selanjuinya peker_;aan konstruksi~ dilaksanakan -
sesudah seluruh tahapan kegiatan lainnya diselesaikan. Akan tetapi akibat keterbatasan dana,

~ pekerjaan konstruksi jalan hanya dalam bentuk badan _]alan tanpa pcngaspalan Namun pada
fokasi tertentu, pengaspalan dllaksanakan demlklan Juga dengan jarlngan llsmk telepon
smtlm samtasn fasﬂltas umum dan faSIhtas sosnal e

4 1-3 Slstem Orgamsas:

Konsohdas: Tanah di Indonesm pada dasamya merupakan kebuakan pertanahanr Dengan'
demikian Badan Perlanahan Nasional merupakan instansi utama yang melaksanakan tugas

terscbut. Namun demikian, Badan Pertanahan Nasional ~dalam melaksanakan kegiatan - °

" tersebut berkoordinasi secara erat dcngan inslansi lain dan masyarakat yang terkait dengan )
pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Pada tingkat Propinsi - lembaga koordinasi berbentuk Tim

Pengendali yang terdiri atas Kepala Kanlor Wllayah Bada.n Perta.nahan Nas:onal Propms1 dan :

' ll]SlaIlSl 1nstan31 Daerah

Scdangkan pada tmgkat Kabupatenfl(ola, berbentuk Ilm__Kgmr_dma_sj dlkelual olehz o

* Bupati/Walikota dan instansi - terkait sebagm anggota, sedang Kepala Ka_ntor Pertanahan;

sebagai Wakil Kelua. Karena orgamsam para peserta Konsohdasn Tanah belum dlbentuk s




sebagaimana diharapkan maka para peserta bertindak sccara individual dalam pelaksanaan
Konsolidasi Tanah. Dengan demikian untuk mencapai musyawarah atau persetujuan antara
peserta dan instansi pelaksana maupun antara para peserta itu sendiri sering mengalami
hambatan. Untuk mcngatasi hambatan terscbut, musyawarah untuk mencapai mufakat
‘biasanya dilakukan dengan bantuan tokoh masyarak'n atau pejabat pemerintah pada tingkat
desa. - :

N-umm demikian, hal tersebut d'tpat berubah seiring dengan perbalkan pengorganisasian para
peserta baik secara informal maupun formal seperti Koperasn schingga peclaksanaan
Konsolidasi Tanah lebih lancar. Sejak tahun 1995, Badan Pertanahan Nasional telah
membentuk kelompok para pemilik tanah yang dikenal sebagai POKMASDARTIBNAH
(Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan), yang merupakan organisasi pemilik tanah
yang dapat mempermudah dan mendorong pembentukan orgamsasn pumllk tanah yang pada
akhlrnya mcndukung pelakS'maan Konsolidasi Tanah : - :

Kenyataan memmjukan bahwa peserta yang membentuk suatu organisasi yang kuat seperti
' koperasi dapat menunjang pelaksanaan Konsolidasi Tanah, terutama pencapaian persetujuan
pescrta jauh lebih mudah, dlbandmg peserta yang tidak terorganisasi secara baik karcna para
~ peserta harus ditemui secara sensus yang memakan waktu yang cukup lama. Keuntungan lain
yakni masalah kckurangan dana khususnya pembangunan infrastruktur dan pembanglman
pcmmahan dapat diatasi dengan memanfaatkan orgamsaSI melalun kerjasama pcrbankan

* Para peserta Konsohdasn Tanah yang tclah dlhlmpun ke dalam orgamsasn y’mg mantap, scpcm
- koperasi, dapat mendukung pelaksanaan proyek. Musyawarah antar para- peserta, yang
" dahulunya memakan waktu lama, akan dapat dilakukan secara cepat melalui organisasi
.. terscbut. Permasaiahan keterbatasan dana, khususnya untuk membangun prasarana dan
perumahan akan dapal dn(angam olch’ orgamsasn tcrscbut dengan bekerjasama dengan pihak
Bank. - ' : e : ' s :

_ 4-'1-'4 "'.A-spe.l{"l‘ckh.ii-(. e

| (1) Pcmlhhan dan Penetapan Lokasx Proyek

a) Iokasn Konsolidasi Tanah harus mcndapat persctu_man sekurang-kurangnya 85 % dari.
pcmlllk/pcnggarap tanah yang mcncakup luas mmlmal 85 % dari scluruh arcal calon

- lokasi Konsolidasi Tanah. - - ASECIER - Sy L :

h) Lokasi lCl‘plllh harus sesuai dengan Rencana [ata Ruang Wllayah Kabupaten/ Kota '

. atau Rencana Pembangunan Daerah 'yang dlpcrklrakan akan berkembang sesuai
dengan tmgkat pembangunan areal sckitarnya. ... : ' _

c) RUPKT (Rencana Umum Pelaksanaan Konsohdasn Tanah) harus dlsusun untuk lokasn :
yang dlusu}kan ' ' '

(2) Pengambilan Kepulusan : ; :

- 3 a) Ada 3 unsur pentmg yang perlu dlperhatlkan dalam penentuan pclaksanaan Konsolldam o
Tanah yallu T _ : -
Para pemlllk tanah - T R
Pemermlah setempat Bupall alau Wahkota R PR :
Kantor Badan Penanahan Nasmnal SRS



b)

Bupati/Walikota setempat menetapkan lokasi Konsolidasi Tanah, jika minimal 85 %
dari seluruh pemilik tanal/penggarap tanah setuju akan K0115011d351 Tanah yang

* meneakup minimal 85 % dari total luas areal.

C)

d)

Penataan penguasaan tanah dan penggunaan tanah pada lokasi Konsohdasn Tanah
dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat dan Kantor Wilayah Propinsi -
sctelah ada penegasan lokasi Konsolidasi Tanah dari Badan Pertanahan Nasional,

Keberhasilan pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah, ulamanya tcrutama dari hasil
musyaw‘irah dan persctujuan dari para pelmllk tanah. Hal-hal yang wajib

o dlmusyawarahkan mehpuh

-1 RUPKT (Rencana Umum Pelaksanaan Konsohdas: Tanah)
- 2) Rancangan Rencana Blok - :
" 3) Persentase STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pcmbangunan)

' 4) Usulan penetapan bldang bldang tanah mengacu kepada Desain Konsohdasn Tanah

(3) chlottmg dan I‘PBP (Tanah Penggantl Blaya Pelaksanaan)

2

Sellap pcscﬂa Konsohdasn Tanah wa]lb menyerahkan sebaglan tanahnya scbagal .

_ Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP), yang selanjulnya dlgunakan untuk

L Penyedian Tanah untuk infrastruktur dan fasﬂ;tas
: 2 Tanah Penggantl Bnya Pelaksanaan (TPBP)

)

Pcrhltungan Sumbangan F anah yang dlkenakan kcpada senap persnl tanah masuh

= menggunakan sistem yang scderhana, Tanah untuk fasﬂltas sosial dan fasnhlas umum -
.-+ dibitung berdasarkan kebutuhannya, baik dalam Rencana Blok, maupun dalam Desain

Konsolidasi Fa11a11 setelah memperllmbangkan fasilitas sosral serta fasilitas umum

: dan ]alan yang ada. Luas areal yang dnperlukan untuk STUP adalah ‘merupakan -

persentase dari jumlah luas bldang-brdang tanah para peserla. Pada umumnya, lokasi
tanah pada suatu proyek relatif sama, maka koninbusmya dapat menggunakan
prosentase yang sama pula. Konfribusi/ sumbangan tanah tersebut tidak dlhntung
berdasarkan harga tanah sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek TPBP blasanya
ditetapkan berdasarkan sisa STUP sdclah dlkurangl lanah bag; mfrastruktur dan

fasnhtas sosnal

I’enetapan bldang tanah bam dengan mctode sedcrhana Maksudnya bah\va persﬂ baru

‘sclalu mengacu kepada luas, bentuk, dan letak dari masing-masing bidang tanah. Luas

persil baru (setelah Desain Konsolidasi Tanah) ditetapkan alas luas pada awalnya

- setelah dlkurangl dengan persenlase STUP. Dengan demlkian dapatlah disimpulkan
~ bahwa pengurangan luas masmg—masmg bidang tanah mempunyai persentase yang o
'+ sama, hanya dlupayakan agar persnl baru tersebut dekat kepada persnl semula = '

o 4‘1'45

Sistem Pembiaya"a:i th'solid'a_si Taﬁah '

(1) Prmslp prmsnp pemblayaan pelaksanaan Konsolldas: Tanah

'a.

Y

Pada azasnya pemblayaan Konsohdas; Tanah dlbebankan kepada peserta atau pemlhk -
tanah, baik dalam sumbangan tanah maupun dalam bentuk vang, SR
Besamya T PBP merupakan hasrl persetuwan atau musyawarah dar; seluruh peserta



¢. Besar pendapatan hasil penjualan TPBP tergantung dari peréetujuan para pcécrh
d. Uang yang diperoleh dari penjualan TPBP seyogianya dikclola oleh para peserta itu
sendiri. '

(2) Pcngclolaan Keuangan .

a. Sesuai dengan peraturan yang ada, kegiatan Konsohdfm Tanah dilaksanakan olch
" Badan Pertanahan Nasional, dalam pelaksanaalmya penyedlan d'ma dapat diperolch
- dari APBN, 'APBD atau Swadana. Dalam hal pembiayaan secara swadana, dana
. tersebut dlkuup dari pcscrta Konsohdam Tanah baik melalui pemualan TPBP maupun
. uang darl pcscrta o .
b Pendanaan yang bersumber dan APBN dlkelola oleh Badan Pertanahan Nasmnal
. melalui Bagian Proyek Konsohdasr Tanah, terutama untuk penata'm tanah hmgga
o serhﬁkam tanah dan penyedlaan tanah untuk jaringan js yllan e -
¢. Swadana dlgunakan unfuk memblayal kontruksn dan pembangunan fasﬂltas umum sem '
- infrastrukiur, bersama- -sama dengan dana yang dldukung oleh Pemermtah Daerah atau -
: Departemen terkalt ST ST S

o (3) Sumber Blaya -

: Sekallpun pada azasnya blaya Konsolndas: ‘Tanah merupakan bcban darl pcser!a sumber dana
" dalam kegiatan Konsolidasi Tanah, bisa juga berasal dari pemermtah bdlk berupa AI’BN
- APBD I, APBD Il maupun gabungan dari APBN dan APBD : i

o Sebagal contoh dapat dljclaskan sebagal berlkut

oA Konsohdas: Tanah yang dlblayal darl APBN dan Swadaya :
- Tipe kegiatan Konsolidasi Tanah seperti ini mcrupakan suatu “pilot pro_lect dcngan sasaran
. agar pada setiap Kabupaten/Kota terdapat sekurang-kurangnya satu lokasi proyek, yang dapat -
“merupakan “contoh” yang baik bagi masyarakat sckitar pada suatu Kabupaten atau Kota

schingga penduduk dapat melihat hasil tersebut untuk kemudian secara bersama-sama dapat

menerapkannya Dalam hal ini, sumber dana dialokasikan dari APBN melalui Kantor Wllayah
! Badan l’ertanahan Nasmnal dalam Proyek Konsohdasn Tanah T '

: Jumlah biaya yang dlsedlakan dalam 1 SI’ yang sctara dengan 250 bldang tanah adalah Rp.

- 100.000.000,-. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pembiayaan mulai dari penataan
sampai sertifikasi bidang-bidang tanah sctiap pemilik tanah termasuk biaya pembuatan badan
- jalan, Pcmbangunan peningkatan jalan (pengerasan atau pcngaspalan) tergantung dari hasil

" penjualan TPBP atau ketersediaan dana dari Pemerinlah Daerah setempat atau dana yang

L bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum. Pengelolaan Konsolidasi- Tanah yang dilaksanakan
": oleh Badan Pertanahan Nasional hanya terbatas pada kegiatan yang “dibiayai melalui APBN

(dan swadaya hasil penjualan TPBP). Sementara pembangunan jaringan jalan yang dibiayai =

dari APBD I atau APBD I dilaksanakan oleh pemerintah setempal, sedangkan pembangunan
s perumahan padd setlap bldang tanah dllakukan oleh masnng masmg peserta pemlllk tanah S

) Untuk memperoleh dana yang bersumber dan APBN Kantor Pertanahan setempat harus

:;_,',mcnga_]ukan proyek proposal kepada Badan - Pertanahan “Nasional Pusat melalui Kantor .

' Wilayah' Badan' Pertanahan Nasional Propinsi-setempat. Proyek Proposal fersebut harus
terleblh dahulu dlSCtUle oleh msta.nsn terkalt dl propmsn sepertl Bappeda dan Pekerjaan '




Biasanya proyck ini dapat disctujui olch Pcindé setempat melalui Bhppcda jika lokasiﬁya
berada di wilayah atau pinggiran kota scbagai upaya antisipasi urbanisasi pada masa sekarang -
dan yang akan datang. :

b. Proyek Konsolidasi Tanah dengan Sumber Dana APBN dan APBD H

Tipe proyek seperti ini disatukan dengan rencana proyek yang diigariskan oleh Pemcrmtah
daerah setempat, tcrutama dalam pcnycdnan tanah. Ada bebcrapa kendala yang dihadapi olch
pelaksana dalam penyediaan tanah untuk pcmbangunan seperti terbatasnya anggaran yang
tersedia dari Pemerintah  Daerah setempat, untuk memperolehlpengadan tanah, karena
kccngganan pemilik tanah tidak rela dllransloka31kan atau pidah ke tempat yang lamny’l
Dengan memperhatikan kendala ini maka proyek Konsolidasi Tanah merupakan pilihan
terbaik untuk mengatasinya. Pemerintah Dacrah setempat menyarankan ‘kepada Kantor -
Pertanahan agar dapat menyediakan dana dalam mcmblayal pcnalaan pcrtanahan yang
dllnmpkan dapat mcnycdlakan tanah unluk pembangunan R

Secara msnonal dana yang dlsedlakan dalam Dll’ sudah baku yakm Rp 100 Jula unluk 250 .
bidang, untuk membiayai kegiatan mulai dari penataan ‘sampai dengan sertifikasi scrta
~pengadaan tanah untuk jaringan jalan. Sedangkan dana yang disediakan oleh Pemermlah :

Daerah setempat adalah untuk pcmbangunan ﬁSlk jalan dan pcmbangunan sarana perkotaan N |
_ lamnya - S ol LT : L

chlalan scpcrn ini umumnya dlarahkan pada daerah Kabupateanota dengan program utanm ) L
adalah pcmbanglman sarana dan fasﬂltas serta perbalkan daerah kumuh L P

c. chlatan Konsohdasn Tanah yang dlblayal bersumber darl dana APBD I dan APBD ll
Tipe proyek ini umumnya dl_]l.lm]‘)al pada daerah di mana Pemermtah Daerah Kabupaten/Kota'. -
dan Pemerintah daerah Propinsi sudah memahami secara jelas manfaat dari Konsolldasn tanah,
setelah menyaksrkan keuntungan-keunfungan yang dlperoleh dan pllot pro;ect Konsolldam_ :
'l anah yang dlblayal dari APBN sebelumnya : 4 :

Dengan mcmpcxhankan manfaat manfaal darl Konsohdasn 'I‘anah ml sendlrl sepem :
pengadaan tanah untuk sarana jalan dalam menunjang infrastruktur kota serta untuk fasilitas
wmum yang pada akhirnya mengurangi beban Pemerintah Daerah, Jika biaya yang dibutuhkan
terlalu besar, maka Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Gubernur untuk menyedlakan
tambahan dana melalul APBDI e 3

' Jumlah dana dldasarkan atas jems jems blaya yang dlbutuhkan yang Iangsung dikelola olch .

Pemerintah Daerah setempat sementara Badan Perlanahan Nasional hanya melaksanakan - s

: penataan pcrtanahan saja scd'mgkan pcmbangunan sarana dan lam lam dllaksanakan oleh
: Pemcrmtah Daerah 4 Sl S 2 _

d chlatan Konsohdasn Tanah dengan dana Swadaya S
" Konsolidasi Tanah i ini dllaksanakan di beberapa propinsi, di mana KonselldaSI Tanah sudah' L
: dlanggap ‘membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Keglatan Konsolidasi ‘Tanah
umumnya berjalan di mana. masyarakat sudah membentuk- ~organisasi (Ass051a31) seperli -

~ koperasi pembangunan  perumahan dan pcmbanguna_n pertanian - (kapling perkebunan) R

scbagalmana dxjumpal di Propms: Sumatera Selatan Kahmantan Tengah dan lam lam

Sumbe_r dana dal_am pclaksanaan Konsph_dasn_'l‘_anah dlpe_roleh.dengan c_:ararmengumpulkannya I_ S




- dari pemilik tanah oleh Perusahaan yang merupakan mitra dari peserta yang bergabung -
dengan koperasi dan selanjutnya Perusahaan tersebut bekerjasama dengan Bank melalui
kerjasqma amara Bank dcngan Kopcrasz di mana pemlllk tanah scbagal 'mggota

: Deng'm demlklan scinva sumber keuangan yang dlgumkan dalam pclaksanaannya adalah
dalam bentuk pm_]'lman Bank, dengan bunga ringan. Biaya ini mencakup pelaksanaan
“penataan sampai dengan sertifikasi tanah, biaya konstruksi, biaya untuk pembanguitan
lnfraslruklur (Jarmgan Jalan) dan fasilitas lainnya serta pembangunan rumah peserta.

Bnya yang dlkclola olch Kantor Pcrlanahan, hanya blaya yang mcnyangkut penataan tanah, '
sertifikasi tanah dan pcngadaan tanah untuk jalan. Umuninya rata-rata biaya yang dibebankan
kepada setiap peserta adalah Rp. 300.000,-. Biaya konstruksi jalan fasilitas umum dan savana .
penunjang !anmya selta pcmbangunan runmh dlkelola oleh Kopemm atau '1ssosna51 pesertq
Konsohdam Tanah.

e Pembebanan Pcmblayaan ' : - '

" Berdasarkan uraian tersebut di atas, nnka dapat dlsunpulkan bahwa persentasc pcmbmyaan "
- dari bcrbagal sumber sampai saat ini belum digariskan. Akan tetapi dalam APBN, jumlah
“dalam 1 SP (sam‘t dengan 250 bldang) jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 100 Juta, -
untuk membiayai satu pilot- project Konsolidasi Tanah yang merupakan pilot-project kepada

- . masyarakat pemlllk tanah pada satu Kabupaten/l(ota Dana ini hanya untuk membiayai

penataan sampai dengan sertifikasi serta pcn‘zbenlukau badan jalan dengan dramasenya sedang '
) pengerasan dan pengaspalan jalan selanjutnya dlblayal darl APBD L S

Dana pelaksanaan dapat berasal dan hasnl pcnjualan TPBP atau sumbangan berupa uang lunal _
" yang ditentukan secara musyawarah dan perselujuan peserta Dana APBD pessatuan biaya

o (unit cost) sclauh ini belum ditetapkan. Besamya biaya ini tergantung dari persedian dana

~ APBD, serta ruang lingkup pembangunan yang menjadl prioritas di dacrah tersebut pada -
_tahun anggaran berjalan, Dengan demikian upaya Tim Koodinasi dimana Bupati ataw
. Walikota terlibat, Badan Pcrtanahan Nasmnal intansi terkalt dan perwakllan pcmlllk tanah .
dapat mcngusulk‘mnya :

L (4) lnscnhmenb,ayaan S

: l’emcrmiah sangat anlusms menyedlakan pendanaan pelaksanaan Konsohdasn Tanah agar

: mendomng pemilik tanah melaksanakan Konsolidasi Tanah. Sebagai contoh dalam penerbxtan

- sertifikat hak milik atas tanah peserta, mereka dlbebaskan dan tarlf pa_;ak (BPI l"[ B) dan blaya '
pemasukan lamnya e _ -

_ 4~2 Esensn Land Readjustment dl Jepang o

o 4-2 1 Konsep Dasar dan PrmSIp pnnsnp Land Readjustment di Jepang ‘

- Land Readjustment d:rancang sedennklan rupa agar dapat secara luas dan umum dlgunakan "

pada pembangunan pemluk:man untuk mcmngkatkan kepentmgan umum dan kesejahtera'm B
sosml bagi masyarakat banyak e e , e

Hal mllah yang merupakan dasar pembenaran bahwa Land Read_;uslment (LIR) mcmpakan : _. e
. rencana yang sah darj Rencana Tata Ruang dalam rangka untuk meningkatkan kepentmgan :

3 umum Untuk ntu terdapal keharusan untuk mengeirapkan sccara sungguh sungguh prlnSIp-,



_ prmsnp Land Readjustment schingga dapat melindungi kepentingan umum ftersebut. PrmSIp-
prmsnp land Readjustment di Jepang dapat dxjelaskan sebagal berikut : '

(I) lesm patungan bmva dan pembaglan keuntungan yang adll dan wajar bagl pam
' ]}Cnllllk tanah - : : : : :

Luas bldang tanah yang ditata ulang serta bcsamya sumb'mgan tanah dari pemlink tanah
langsung dlpcrhltungkan sesuai dengan biaya dan kcmnungan yang akan diperoleh pemilik
tanah untuk ilu, sistem penilaian tanah dan pemetakan ulang (replotting) serta sistem
pembayaran yang setara digariskan dalam pehksana'm L/R unluk mcnetapkan bnya dan
' pembagnn kcuntungan yang adil dan mcr‘lta : '

(2) Pemuhhan ongkosfblaya berasal (larl kcuntungan pclaksanaan LIR

Keuntungan pembangunan dari LIR divkur dari pemngkalan nilai Ianah Nllal tanah alvm‘_
meningkat akibal penataan tanah dan pembangunan infrastruktur. Ini berarti bahwa biaya
- pelaksanaan  L/R atau sumb'ingan tanah yang merupakan biaya yang dipikul oleh pemilik
tanah, harus dibatasi scjauh sampai Jumlah dimana pertambahan nilai tanah tcrscbut Sistem
sumbangan tanah harus ditentukan secara tepat dan dilaksanakan secara tcgas dan lidak .
pandang bulu k'irena menyangkut hak kcpemlhkan darl pcseﬁa Land Readjustment

B (3) Pclestarlan hak alas tanah, mlal dan utlhtas n

. Dalam "Rencana : Pcmetakan ulang (Replot(mg), bldang bldang tanah (persnl) baru'_
direncamkan sedemikian rupa sehmgga hamplr samafildak berbcda Jauh dengan persil semula
dalam pengertlan nilai dan utlhlasnya e : : o

. S‘ilah satu manfaat yang bcsrir dari LfR adalah bahwa tanah dalam lokam Konsohdas; Tanah 4
“secara berkesinambungan dapat dimanfaatkan tanpa gangguan selama pelaksanaan proyck -
berlangsung sekalipun pada phase konstruksi. Sistem yang dapat - mendukungnya adalah
Sistem Replotting. Sementara yang memungkinkan adanya peralihan hak pcnggunaan ianah_‘ '
lebih dahulu agar dapat tclap meneruskan pemanfaaian tanah yang telah ada

4-2-2 Kewcnangan_dalam pcla'ksan'éiah kcgiataﬁ L/R (!an jenislklasi_ﬁkﬁs‘iA.LfR:j__'_

-.(1) Ke“enangan dalam pelaksanaan keg:atan LIR SNt AR
o Pnhak thak yang sah dalam melaksanakan L/R hanyalah l;lssosmsi Pem:llk Trmah Pemakad
‘Tahah

_dan pemermlah adalah wewenang-wewenang yang memungkmkan lerbentuknya badan
_ _penyclenggara LIR dan pelaksanaan kcgmtanlfR o : : :

- Snpa dan orgamsa31 apa yang dapat 111elaksanakan keglatan L/R ?Jems kewenangan—ﬁ '_

dan Eemermtahl Hak kemlllkan dari pemlhk!pemakal tanah dan hak administratif -~ = =

kewenangan apa saja yang m¢rupakan dasar terbentuknya organlsam yang dapat mclaksanakan S |

' dan mcngembangkan LIR‘? L

| Pada dasamya proyek L/R harus dlIaksanakan dengan merubah hak atas tanah yang ada -j' T

" Tanpa perubahan itu tidak scorangpun dapat menggunakan dan membangun lanah dilokasi "

“proyek. Sekahpun kewenangan utama dalam pelaksanaan L/R bukan hanya mengalt dalam - -

pengaturan kembali penguasaan tanah (hak atas tangh), letap1 juga perubahan penggunaan

o tanah dan Jarmgan prasarana Pcrubahan dan penataan tersebut terutama menyangkut para

e



pemilik hak atés tanah, Dalam hal ini organisasi pelaksana harus dibentuk sesuai kehendak
- dan kewenangan individual dari pemilik tanah. Tidak ada satupun organisasi pelaksana yang
dibentuk sccara sah tanpa kewenangan dan keinginan pemilik tanah. Dengan penjelasan lain,
- organisasi L/R dibentuk atas hak dan tanggung- Jawab dari pemilik tanah. Akan tetapi L/R tak
boleh dilaksanakan oleh para pemilik tanah secara individu, Assosiasi yang memperoleh
kewenangan secara cksklusif untuk mengembangkan kemilikan merupakan badan yang diakui
untuk menanganinya. Aturan dan ketentuan pada assosiasi pemilik tanah dirancang
sedemikian rupa agar dapat menampung kehendak dan keinginan pemilik tanah secara
111enyeluruh dan kolektif serta adil dalam menggunakan hak-hak pemlhk tanah untuk
mencapal kehendak dan lll_]llall mercka. Dcngan demikian tidak akan ada organisasi selain dari
. assosiasi pemilik tanah, yang dapat scbagai badan pelaksana L/R, dan tidak bolch pula orang
lain kccuah pemilik tamh di lokasi L/R yang boleh scbagal anggota dari pelaksana L/R '

Hak hak admmlstrauf dan tanggung]awab dan pemcrmtah pusat dan daerah yang dlamanatkan
- oleh masyarakat untuk mengadakan atau meningkatkan kepentingan umum dan kescjahtcraan
- sosial, merupakan sualu kewenangan lain untuk mengembangkan dan melaksanakan L/R.
- Maksudnya pemerintah melalui perpanjangan tangan di daerah yang benanggungjawab di
- bidang perkotaan dengan pemngkatan dan perbaikan jalan datam rangka peningkatan sarana
kepentingan umum berhak inelaksanakan L/R pada tanah hak, sebagai bentuk tanggung]awab_
. untuk memenuhi kemgman yang diamanatkan dari masyarakat L/R sedemikian dinamakan
sebagai “Proyek L/R yang beronentasn kepada pubhk” berbeda dengan “Proyek L/R yang
berorientasi kepada pemilik tanah”. sebagaimana dluraikan di atas. Pada “Proyek L/R
, berorientasi pada publik” dapat menjadl proyek _]lka kepcntmgan umum perlu diletakkan -
: dlatas kepentmgan pl’lbadi :

(2) Jems dan Klasnﬁkasn LR

. Scbagalmana telah dlsampalkan dlalas bahwa ada 2 ]cnls orgamsam LfR bcrdasarkan__
~ - perbedaan kewenanganfhak yang tcrkalt PaﬂlSIp'lSI para pemcgang hak bcsar peranannya
§ pada kedua _|ems L/R tersebut S

Kedua jenis orgamsasn tcrsebut dlkclompokkan kedalam 2 katcgon 1) Peran serla pemlllk
| ianah secara sukarela 2) Peran serta pemlhk tanah secara \Vajlb g :

'Sckallpun tnpc sukarch dalam pelaksanaan LIR dlanggap sebagm yang terbalk karcna
- merupakan partisipasi positip dari pemilik tanah, akan tetapi pelaksanaan L/R harus_

" . berdasarkan kchendak dan keputusan pemilik tanah yang cenderung berubah-rubah schingga
. memerlukan waktu panjang untuk memperoleh persetujuan dan bisa saja tertunda atau batal

" sama sekali, karena para pemilik tanah yang semula sepakat bisa berubah menjadi menolak

f - pada saat pelaksanaan L/R. Tipe seperu ini hanya dapat dilaksanakan pada lokasi L/R yang

~_dilaksanakan dengan mendasarkan peran ¢ serta kepada kchendak para pemilik tanah sendiri _. ."

~dan bukan pada lokasi’ L/R . yang dibutuhkan unfuk - mengatasn masalah perkotaan dan -

7 lingkungan (yang tidak: selalu disepakati oleh pcmthk tanah), Pelaksanaan L/R secara

o sukarela sclayaknya dldukung sepenuhnya unluk mengembangan L/R. Indonesm saat ini baru -
' mengupayakan pelaksanaan LIR pada loka51 yang mcmbutuhkan ' : '

I Kemungklnan pelaksanaan L/R dengan snstem peran ser{a secara Wa_]lb kcarah pelaksanaan ;
- LIR yang berkesmambungan akan ditelaah dalam studi ini. Namun perlu diingat bahwa sistem
- le tldak{ah menolak pentmgnya mendorong peran serta LIR secara sukarela Pemlhhan snstem S




wajib adalah merupakaﬁ cara yang terakhir jika cara m.embujuk,' dan meyakinkan para -
pemilik tanah agar ikut dengan sukarela melaksanakan L/R ternyata mengalami kegagalan.

Tabel 4-2-1 Jenis ¢ dan Klésiﬁkési LIR :

Peranserta REURE. ~ Jenis/Tipe L/R
Pemilik Tanah | Kepentingan Umum Kepcntmgan Pemilk Tanah
© Sukarela ' Khusus .~ S0 Khusus
o Pembentukan organisasi | Pembentukan organisasi
~ Wajib berdasar kewenangan | berdasarkan kewenangan -
o Pemcrmlah R pemilik lanah (assosiasi)

Pembmgunan sistem L/R di lndonesm mengarah kepada smlem 1nshlus; (orgamsasn) balk .
berdas*ark'm kewenangan maupun pcmcgang hak atas tanah ' : -

(3) chuasaan yang sah bcrdasarkan kewcnangan dalam pelaksanaan I IR R

_ Pckerjaan ulama dan pmsedur pelaksanaan proyek balk dalam tlpe assosnaSI maupun dalam' _
tipe pcmcnntah (wajib) pelaksanaan L/R dijelaskan masmg-masmg dalam skema 4-2-1
Scbagaimana dilukiskan pada skema 4-2- 2 kegtatan utama dari orgamsasn penyelenggard
adalah pcngambllan keputusan (mlsqlnya ‘dalam chcana Pclaksanaan sebelum proyck" .
: _bcrjalan dan Rencana Replotting selama pclaksanaan proyek) pengcsahan kepulusan (dengan E
proscdur yang dltctapkan dalam Undang—undang L/R) dan pelaksanaannya L S

Pekerjaan pekerjaan secara prosedur '1k'm leblh Jelas dlpahann darl 3 pendckalan sebagal -
berikut : ' : S , " i

Ke“enangan Pelaksanaan Secara Sah Ada pada Pemlhk Tanah

Salah satu ciri yang jelas dari badan penyelenggara L/R adalah pemberlan kewenangan pada" o

~ badan berdasarkan hukum untuk menata hak atas tanah dengan prosedur hukum yang sah

~ seperti pcnetapan Reploltmg Sementara dan pelaksanaan Rencana Replotting. Tanpa ada - '
pemberian  kewenangan pelaksanaan ' yang kuat  dari - badan penyelenggara, badan

penyelenggara L/R tidak akan dapat melaksanakan proyek pada b1dang—b1dang tanah yang
- sudah dilekati hak yang bukan milik badan penyelenggara/pelaksana Dalam hal ini, assosiasi
L/R dlpercayaz oleh pemilik tanah untuk menggunakan kewenangan sementara badan
) pemcrmlah yang terkait dengan L/R berkewenangan agar dapat mencapai uuuan yakni -

kepentingan umum dan kescjahleraan sosial sebagaimana- didambakan - masyarakat dari
* Pemerintah. L/R- Pemermtah berlugas sebagal tangan pemermlah unluk melaksanakan S

kebljaksanaan publlk

"'Pengambllan Keputusan ‘

Pengambil keputusan dalam’ pelaksanaan proyek LfR (Rencana pelaksanaan dan Rencana- e

: Reploltmg dan sebagamya) adalah pemilik tanah atau assosiasi pemilik tanah, sebagal organ -
' pengambllan keputusan secara kolckltf dalam proyek L/R serta Badan Petnerintah yang terkait

sesuai dengan kewenangannya masmg-masmg sebagalmana dlsampalkan sebclumnya Tugas— | |
tugas utama dalam pclaksanaan L/R merupakan bagian dari proses pcngambllan kcputusan__ e
- secara demokratls, adll dan _|U_|UI‘ bagl semua pemlllk tanah (melalu1 rapat umum pemlllkj, :

tanah)




Pcngccck'm dan Penyetaraan (Check and Balance)

Proyek I./R adalah merupakan dua sisi mata uvang yang tak dapat (|1plSﬂhkall antara
kepentingan pemilik tanah dan kepentingan umum. Maksudnya proyek L/R harus dicek dari
kedua sisi tersebut. L/R assosiasi harus dapat mewadahi kepentingan para pemilik tanah serta
harus dapat juga memenuhi kepentingan umum sesnai harapan pemerintah Daerah, sebaliknya
L/R Pemerintah dengan kepentingan umum harus dikonsultasikan dcngan Asosiasi L/R yang
mewakili kepentmgan masyarakat pemilik tanah
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I./R Assosiasi dan L/R Pemerintah didefinisikan sehagai berikut :

L/R Assosiasi

Pembangunan perkola‘m dan msfrastmktur sebagalmana diinginkan oleh para pemilik lanah
yang dimulai dan dilaksanakan berdasarkan inisiatip, tanggung]awab dan kewenangan scsuai
hak-hak kepemilikan dari pemegang hak atas tanah. Assosiasi ini merupakan kelompok
_peserla yang secara bersama-sama menginginkan perbaikan lingkungan pemukiman
perumahan dengqn paluslpasn masmg masmg pemlhk t'mah scb'igal anggota kelompok.- '

Hal- hal pentmg 3ang pet iu dlperhatlkan dalam Assosns: L/R, antara lain mcllputl

1. Hak- hak Assosmsn untuk menentukan sendiri kepulusan dan mckamsmenya
- Keputusan harus diambil secara adil dan demokratis dalam rapat pleno anggola,
~ - berdasarkan hak dan kcwajlban para pemilik tanah sebagal anggota.
2. Kewenangan secara administratif dari Assosuasr yang didelegasikan oleh Pemerintah
~ dalam penyelcnggaraan proyek.
3.  Pemeriksaan dan pengendalian pclaksanaan oleh pemermlah
L Persctu_’uan pcmermtah dcngan pcmerlksaan pubhk

LIR Pemermtah ' : :
Pembangunan perkotaan dan mfrastmktur yang merupakan kemgman pemcuntah scbagal
- penampung keinginan masyarakat setemp'u maka proyck L/R diawali dan dilaksanakan -
- berdasarkan  inisiatif, (anggung]awab dan wcwenang darl blrokraSI percncanaan dan

pembangunan perkotaan : :

- L/R yang discnggarakan pemenntah ini memlllkl ciri tersendiri, karena adanya wewenang dan'
. kuasa yang tegas dan jelas untuk mengatur kembali hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan
- L/R dalam rangka pcmngkatan kepentmgan umum dan kesejahteraan sosml '

1. Pemermtah mcmpunyal wewenang unluk menentukan dan menetapkan
. mekanisme pengambilan keputusan. -~ : :
* Didasarkan kepada kewenangan administratif Pemermtah

2. chenangan Adminisrasi dan peranan pemerintah '

Fungsn pemerintah dalam menyelenggarakan proyek

3. Pemeriksaan oleh pemilik tanah atas pelaksanaan proyek _ -
L Musyawarah atas pemetakan ulang (Replottmg) dengan dewan perwakllan
- pemlhk lanah R . : R

- (4) Struktur Orgamsasn darl Badan Penyelenggara LfR

_ Struktur organ1sa51dan fungsn fungsn darl L!R Assosrasn dan LfR Pemerlnlah masmg—masmg
dlgambarkan pada skema4 2—2 : 7_:_ _; ; 5_ L S :

: .71 Pcrbedaan mcndasar antara A33031331 Pemlhk Tanah dengan instansi pcmermtah dalam_

s pelaksanaan L/R terfetak  pada kcwenangan untuk mengambll keputusan dan -
e tanggung;awab Assosnam berhak untuk mengambll Leputusan menyusun badan pengambll o

- keputusan dengan rapat plcno para anggola assosiasi, sementara itu Pemerintah mempunyai
-5';'_—kewenangan membentuk dewan para pemlhk tanah yang hanya bertanggungawab pada -

o L saal konsultasn dengan Pemermtah
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2. Assosiasi LR mempunyai lembaga pelaksana yang dikelola olch Dewan Direksi yang
dipilih dari anggota Assosiasi pada rapat pleno. Lembaga pelaksana ini melaksanakan
tugas-tugas yang diputuskan pada rapat pleno. Sedang instansi pemerintah membentuk
lembaga pelaksana dalam organisasi pemerintah, untuk melaksanakan rencana-rencana

yang telah dltehpkan olch chala Dacrah yang berkmlan dengan L/R.

3. Lembfig"l pclaksana upe Assosmsn pemmk tanah maupun tipe lembaga pemenntah terdiri
“dari bagian-bagian seperti : administrasi, perencanaan, urusan ganti rugi, konstruksi,
replotting dan keuangan. Tugas-tugas utama termasuk Rencana Pembangunan, Rencana
“Pelaksanaan, Desain dan Rancang-Bangun, Replotting termasuk cvaluasi tanah dan lain
- scbagainya biasanya dikontrakkan kepada pcmsahaan konsuttan oleh Assosiasi pemilik
tanah. Dalam mendukung dan membantu sccara tcknik Assosiasi L/R ini, dibentuk -
" organisasi semi publik yang mempunyai tenaga expert publik dan privat yang handal dalam

- bidang L/R. Contohnya Land Readjustment Association Japan (JLRA). -

4-3_ Kebuaksanaan Dasar dan Prmsnp ])I‘lllSl[) Slstem Pengembangan bagl Konsohdas;
‘ Tanah di Indonesia . : : .

—3 l ngkasan Beberapa Masalah dan Kendala yang Dn]umpal e

i Di dalam melaksanakan Konsohdast Tanah sclauh ini Badan Pertanahan Nasmnal.
. menghadapl masalah dan kendala sebaga; berlkut ' ' : '

Ta. Kesulltan untuk Mcmpcroleh Persetu]uan Bersama o S
Pcncapalan larget 85 % dari seluruh peserta yang seluju untuk 1kut dalam kepgiatan
Konsolldasu Tanah sulit diperoleh. Hal ini tentu memberikan dampak yang kurang baik dalam

= _mcmbual rencana Desain Konsohdasn Tanah. Rencana yang utuh untuk keseluruhan lokasi

sulit didesain, karena bidang-bidang tanah mlllk yang bukan peserta mcnjadl hanbatan d"l]'ll‘ﬂ '
Desam Konsohdasn Tanah S : .

b Penetapan STUP - : : -
- Sumbangan Tanah Umuk Pembangunan sermg an_]adl kendala dalam pelaksanaan

) Konsohdasr Tanah khususnya dalam kasus sebagai berikut : )

" " 1) Pemilik tanah yang mempunyal tanah dengan | harga yang cukup tmggz pada saal
keglatan Konsohd351 Tanah besar kemungkmannya menolak memberi konstribusi,”
2) Pemilik tanah yang ter!etak dtpmgglr Jalan cendemng berkeberatan memben

i sumbangan tanah.

e _.Plellk {anah dengan tanah yang sudah bersertlﬁkat cenderung (ldak tertarlk unluk lkut -
- Konsolidasi Tanah S . :
4y Pem;llk tanah yang mempunyal tanaman yang produkuf dldatam pcrsnlnya enggan
" memberi STUP, “untuk ]alan baru karena harus mengorbankan tanaman yang berfungsn

B menghrdupl keluarganya

_;_"Pemermtah "Mereka yang beranggapan bahwa pcmbangunan jalan merupakan'_f__‘
: yanggung]awab Pemermtah akan menuntut ganll rugl atas sumbangan tanah tersebut ' '

¢, Sebaglan Peserta Mundur pada Saat Konsol:dasnTanah sedang Berjalan SRS :
Ada pescrla yang setuju untuk 1kut Konsohdasn Tanah pada awal proyek kemudlan o



mengundurkan diri pada saat Konsohdasn ‘Tanah sedang berjalan karena ketldak-sanggupan
mmnbayar biaya opcrasmnal o : : . :

d. Pembangunan I*asﬂltas dan Prasarana : '
Pembangunan sarana jalan, jembatan dan fasnlztas lainnya, udak dlsclesalkan pada saal
pelaksanaan Konsolidasi Tanah sehingga badan Jahn tidak jelas lagi, karena badan jalan yang
telah didesain ditanami lagi sebagaimana penggunaan tanah seperti scbclum Konsohdasn
T'lmh schmgga uuuan Konsolndasn lanah itu scndm mcnjadl kabur :

e. Masyarakat belum Memahaml Scpenuhnya Artl dan Manfaat Konsohdasn Tanah .
~ Pengetahuan masyarakat atas Konsolidasi Tanah masih rendah, baik fujuan maupun
manfaainya dalam meningkatkan perbaikan lingkungan di arcal pemuklman yang udak teratur.
Pemihk !anah lebih mcnuklrk'm pcnseruplkatan tanahnya sccara ccpat dan murah

4-3-2 MaSalahinasalah PérbaikahKfT -

(1) Altcnatlf-alternatlfKonsohdas: [‘anah |

Agaknya lcrdapat dua Jems praklek pclaksanaan pengclolaan pertanahan yang bcrkaltan- '
dengan Konsolidasi Tanah di Indonesia, yang pertama adatah pemetakan ulang individual
- kedalam bldang bidang tanah, kedua adalah pemetakan ulang kolekiif ke dalam hamparan

- tanah yang lebih luas. Yang pertama ada kedekatannya dengan land Readjustment yang .

mendasarkan kepada prinsip : kelestanan hak atas tanah dan pcmanfaatannya yang ada,
: sedangkan yang kedua berdekatan dengan snstem land pooling. Sebagai contoh ide Iand,
poolmg dlterapkan pada lcmbaga pemlhkan bersama atas tanah. Praktek lersebut efektif dalam
- menangani. pemetakan kembali bidang- bldang tanah kec:i yang tentunya tldaklah dapat o
s dlgunakan untuk pembangunan pcrumahan karena kecnl arealnya . '

T SR

| Lcmbaga Land Readjustment dan Land Poollng dladakan dalam rangka umuk menmgkatkan =
* nilai ckonomi dan lmgkungan sekahpun dengan pertlmbangan perllmbangan yang berbeda ,
~ beda sebagal benkul - : : - : :

l Menata kembah dan membentuk kembah tanah terfragmentasn yang ada untuk' s

' pcmanfaatan perkotaan dengan upaya tetap melestankan pemlhkan tanah yang ada serla
 ciri cm dan kondlsmya (Land Readjustment) S '

;_'rRasmnahfas dtm sm‘em tersebul ada!ah bahwa mlm ekonamt dan Imgkungan akan o

- meningkat, jika pembangunan perkotaan dilakukan di atas tanah yang telah dllata’

* secara_tertib daripada pembangunan dilakukan sendm oleh pemmk tanah yang N
terfragmentasi Pembangunan di aras tauah terta!a dapat memanfaatkan sumberdaya =
- alam palmg eﬁsren. el T o o :

| 2 Menggabungkan tanah tanah terfragmentasn yang ada kc dalam satu atau leblh luasan tanah S
- unluk pembangunan (Land Poolmg[Bankmg dan I and Subdwnsnon) : ‘

. Raswnah!as dcm' penggabungan terletak pada penlngkatan ekonom: dan lmgkungan L

~yang diperoleh dari pembangunan lerpadu di afas tariah yang telah dtgabungkan' '

o danpada sebelum d;gabungkan, sehmgga pemanfaafan sumber daya alam yang paling - -



efisien dapat tercapai.

Konsolidasi Tanah di Indonesia cenderung teridentifikasi scbagai salah satu dari sistem
* tersebut atau campuran antara keduanya. Barangkali scbagian dari kecenderungan tersebut
discbabkan oleh sistem pendaftaran tanah yang merupakan kelanjutan dari prosedur pelepasan
_ hak atas tanah pada Negara dan pemberian hak atas tanah olch Pemerintah kepada para
pemlhk tanah. Dalam prosedur tersebut tanah seolah-olah digabung olch Pemerintah yang
kemudian dipisah-pisahkan ke dalam bld'mg-bldang tanah individual. Oleh karcnanya
kenaikan nilai tanah tidaklah secara CkSp]lSlt merupakan sasaran keglatan sistem pooling
scbagalmana dijelaskan di atas.

" Dari pandangan ckonomi nnkro pembangunan kota, scbenarnya nilai lebih tinggi dari
kepemilikan akan diperoleh dari land pooling atau pengkaplingan olch perusahaan swasta
dibandingkan dcngan Land Readjustment, karena pemanfaatan secara kolcktlf dan lerpadu
. tanah yang luas darl hasil penggabungan : -

o Sckahpun demiklan keleblhan dasar L/R yang dap'lt dlbedakan darl Land Poolmg dan lain-

- lainnya adalah kelestarian pemanfaatan tanah yang ada di samping kelestarian hak atas tanah
dan nilai tanah. Kelebihan tersebut menjadi kelebihan kunci pada pembangunan perkotaan,
khususnya pada daerah pinggiran kota-kota menjelang urbanisasi, yang biasanya ditandai oleh
_ munculnya pemanlaatan tanah perkotaan tanpa prasarana dasar. Kelcstarlan/kesmambungan '

“mata pencaharlan warga (umpamanya toko eceran dan jasa) tetap drpenahankan dan

' kehldupan mercka di atas tanah adalah sangat pentmg untuk dlpertlmbangkan

K Pada arcal pmgglran semacam |lu L/R leblh dapat dlterlma masyarakat danpada Land
Poolmg, yang justru memutuskan rangkalan kelcstanan keg:atan sehari- han warga setempat

Kes;mpulannya dengan mempcrtlmbangkan fungsn ganda dar; Konsohdas; Tanah di Indonesm :

~* dan memperhmbangkan pula perbedaan nyata antara £/R dan L/P, maka dirckomendasikan

~ bahwa altemnatif 1 (L/R) di mana kelcstarian pemanfaatan tanah ditekankan, dan alternatif-2 -

" yang lebih efisien dan lebih tinggi nilai tambah penggunaan lanahnya, dibutuhkan dalam
' membangun K/T di Indonesia. Akan tetapl harus dirancang secara terpisah karena keduanya
berbeda balk rasnonalltas ekonommya maupun pengclolaan dan transak31 tanahnya

Unluk mempercepat penyusunan pola dasar Konsoltdasn Fanah d1 Indones1a seperil altematlf
" 1, maka masalah-masalah dalam pelaksanaan Konsolidasal Ianah yang selama ini duumpal
: harus dlpecahkan dan dl atasi. R :

(2) Rangkalan Masalah Dalam Konsohdas: Tanah

: Seperu telah dluralkan scbelumnya bahwa Konsohdasn Tanah dl lndonesm sudah .
PR d:laksanakan di_26 Propinsi, -kecuali DKI Jakarta Akan Ietapl, perlu dlketahm bahwa

S pcrmasalahan dan kendala yang dlhadapl cukup banyak

Masalah dan kendala utama yang dihadapi Badan Pertanahan- Nasnonal berasal darl problem-
struktural dimana mekamsme L/R tidak bekcr_]a dengan baik sebagalmana aturan I./R itu
sendiri. Mekanisme I/R secara sederhana dlartlkan dimana pembangunan infrastruktur adalah
untuk pemngkatan utilitas dan harga tanah, dan pemngkatan harga tanah 1tulah yang
dlgunakan untuk memblayal pembangunan infrastruktur, = R P

o Dengan mempertnmbangkan problema dan kendala tersebut rangkalan masalah pada




pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dianggap menghambat mekanisme pelaksanaan L/R
diilustrasikan pada skeina 4-3-1 dan duchskan sebagal bcnkut

~ 1. Masalah yang p'llmg besar adalah bahwa mfrastruklur jarang dlbangun dcngan dana
~ yang bersumber dari hasil penjualan TPBP scbagaimana ketentuan dalam L/R. '
2. Sckalipun harga tanah meningkat karcna pcmbangunan infrastruktur di lokasi L/R, -
~ akan tetapi prediksi harga tanah tidak dapat dibuat sccara tepat tanpa ada Jamman
’ pcmbangunan lnfraslmktur yang lld’lk selalu dalam pelﬁksanaan KOHSOIIdaSI I‘ anah

w{ 4. Feaunjukan I/R l

r
¥
. Eludiielayaksnl E . o L
1. Yika lidak ada infrastrukeur = 5.Tidak ada peagaruh jasa | P
- pembangunan diperlukan . 7| . infeastruktor TR NI ISR
; T :
H 1 Masalah-¢ . : :
2. Tidak ada harga lanah yang ] 6. Tidak 2da pemanfaatan fanah : 8. Aprestasl terhadap L/C lebin | | -
- jelas perlu evaloasi - yang efekiif tanpa pembangunan rendah daripada sertifikat teoah | -
¥ T inflrastruktur {(misalnys jalan dan 7. - x HE
4 R | - -
1 : . jembatan) : 1 " Masalah-ae
L} T . : .
: S E
: L ' |
- —Y ) ¥ : - : 1 e. skpuasin teshads .
3. Tidak ada sumbangan tanah M 7. Tidak ada peogaruh = mmblngm tanah dan pemerﬂun
“ | yang {las dan pemetfakanvlang | - " sumbangan fsnzh S - : nhng :
perlu dilaksanakan (perorangan | - o 0 . \l; -
dan TPBP) - Sl e T e e Mss_a ahb -

’ _Massh be -

o (‘ambar 4-3- 1 Rantal Permasalahan Konsohdas:Tanah

3 Aklbal kurangnya refercn51 sebagal acuan cvalua31 harga tanah yang scsual G
.. berdasarkan pembangunan mfraslruktur seperli tersebut diatas, penetapan konstribusi
" tanah untuk membiayai seluruh pelaksanaan Konsohdasn ‘Tanah, termasuk pemetakan '
- ulang dan konstruksi jalan sulit dilaksanakan secara obyektlf dan akurat. Maksud dan
tujuan pemetakan ulang dan sistem konstribusi didasarkan alas evaluasn harga tanah
sekurang—kurangnya menjadi alat unluk menghlhngkan kekuatlran atau perdebatan

“+ diantara peserla dalam meletakkan persil-persil tanah peserta dan pemberlan_ S

o sumbangan tanah sepem dltunjukkan pada masalah b dan c.

4, Sebalknya proyek dllaksanakan menurut fcasnblllty study (studl kelayakan) agar dapat o

' mcnghltung konstribusi (ST UP) yang tepat yang dapat dlgunakan memblayall'_' '

B pembangunan mfrasluklur T S
- Proyek yang dilaksanakan tanpa studl kelayakan akan mengaklbatkan pembebanan' '

pembiayaan yang eksira kepada para pemlhk fangh. 0 SRS :

- Kualitas mfraslmk(ur yang relatif lebih tmggl, tidak selalu semng dengan penmgkatan - :
harga tanah khususnya pada dacrah dengan urbanisasi yang intensif sehingga STUP_V e

1tu tldak mencukupl blaya pembutanfpemngkalan Jalan yang dlrencanakan R

-5, 'Infrastruktur dengan jalan setapak pada pelaksanaan Konsohdasn 'Ianah tldak akan:‘

- memberikan gambar Konsohdasx Tanah yang dndambakan sekallpun pelaksanaan




- Konsolidasi Tanah telah selesai secara keseluruhan dilaksanakan.

- 6. Tentu suatu hal yang tidak mungkin bagi pemilik tanah mengefektifkan pemanfaatan
" tanah tanpa pembangunan infrastruktur (|'llan dan Jembatzm misalnya). Hal ini
berhubungan dengan masalahd. '

T __Pem]hk tanah dapat mengamatl apakah ada pengamh substansnal dari sumbangan tanah
. yang dlbuluhkan ﬂt‘lll tidak.

8 | Dalam hal ini sejaun mana para pemlllk tanah dapat merasa senang dengan STUP yang'
dlberlkan

9, Nllal kcbangg‘nn Konsolidasi Tanah jauh Iebih tinggi dlbandmgkan dengan sertifikat

: tamh Perbaikan Imgkungan akan memberdayakan masyarakat pennhk tanah sama-
' sama memecahkan masalah sepem masalah a,c dan e.

-4 3- 3 Kebljaksanaan Dasar Perbalkan Slstem Konsohdasn Tanah dl Indonesna o R

. Tidak dapal dlpungkm lagl bahwa sudah banyak masyarakat yang bangga akan Konsolndasn
~ Tanah dan ingin berpatisipasi serta berupaya mengatasi masalah dan kendala sebagaimana *
- - diutarakan diatas. Masalah dan kendala tersebut harus diatasi dengan pelaksanaan Konsolidasi -
.~ Tanah, yang leblh efektlf dan leblh mudah dl daerah perkotaan terutama perbalkan prasarana
(mfraslruktur) S ST e T R P DRI

Masalah yang dljumpal dalam pelaksanaan KOI]SOildaSl Tanah yang sedang dllaksanakan di

~ Indonesia dapat dlkatagonkan kepada 3 hal, yang saling berhubungan satu dengan lainnya

: _' yallu masalah peran serta; konstnbusn and pemetakan ulang dan perolehan TPBP

_Langkah-langkah untuk menmgkatkan peran serta masyarakat pemlllk tanah untuk
melaksanakan Konsolidasi Tanah adalah suatu hal yang sangat penling artinya  bagi

','pembangunan penanahan khususnya penataan tanah. Pembiayaan peningkatan kwalitas

konstruksi jalan menjadi jalan aspal diperoleh dari hasil penjualan TPBP yang diplot dalam
- proses pemetakan ulang. Ini adalah merupakan salah satu bentuk peran scrta masyarakat _
e dalam pelaksanaan Konsahdam lanah - L :

l.” Penmgkatan kcpedullan masyarakat atas pentmgnya perba1kan mutu prasarana di
- perkotaan melalun pclaksanaan Konsolidasi Tanah - N :

2. Menmgkatkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat tcrhadap Konsohdasx T'mah
“dan kemauan serta mengharapkan peran serta mereka. * : - :

Kondnsn demlkian sangal pcnimg untuk menumbuhkan pcran serta pemlllk tanah dalam

o pelaksanaan proyck Konsolidas Tanah.

o .Pembela_]aran untuk perbalkan snstem I(onsol:dam F anah scbagalmana adalah dlmaksudkan

e pada butir 2. -terscbut  diatas"yakni. : memngkatkan dan’ menumbuhkan kepercayaan dan

' 'keyakman terhadap Konsolidasi Tanah, dengan tujuan pembuatan mekamsme ‘operasional

yang efekllf dan L/R texmasuk pembangunan prasarana mfrastruktur rencana pcmetakan



ulang dan alokasi TPBP sccara obyektif, tepat dan ilmiah. Pembangunan prasarana yang nyata '
di lapangan serta rencana pemetakan ulang yang menunjukkan keberadaan lokasi TPBP yang
jelas scbagal pembangunan kota yang efektif di Indonesia. Kedua hal terscbut saling ada
ketergantungannya satu dengan lainnya. Pcmbangunan prasamna terganlung kepada besar dan
luas TPBP, sedang besar TPBP sendiri bergantung kepada prasarana yang ada dan yang akan
dlrcncanak‘m

l)alam kontcks i, suatu hal yang perlu dlperhahk'm kedcpan ada!ah bahwa pcmbangumn
- prasarana perlu merupakan salah satu kegiatan dari organisasi penyelenggara mengingat
dalam sistem Konsolidasi Tanah di Badan Perlanahan Nasional pembangunan pembangunan
prasarana tersebut tidak dimasukkan sebagai keglahn yang utuh dan - tuntas Imlah sqlah satu
cara mempcrb'ukl Konsohdasn T alnh - :

| 4- 3 4 Konscp Dasardan Prmsnp prmsnp Konsohdas:']‘anah

Dalam rangka mcmperbalkl Konsolidasi Tanah dengan pcrangkat kebl_]aksanaan dlsarankan
- agar Konsolidasi Tanah dapat menconloh konsep dasar dan prinsip-prinsip L/R yang
* dilaksanakan di Jepang scbagalmana telah dibahas pada baglan 4-2 sekallpun mstcnx

pelaksanaan dl ]ndonesm dan Jepang sedlklt berbeda ) o : _—

| Konsep dasar Konsohdasn Tanah adalah bagaunana menmgkatkan kepentmgan umum dan
kesejahteraan sosnal dengan 3 prmSIp sebagm benkut P > E

E--

l) Porsn pembaglan blaya darl keunlungan yang adil dan Jelas bagl emua pemlhk tanah
©2) Pengcmbahan biaya yang diperoleh dari keunlungan pembangunan o
3) Kontmultas hak alas tanah dan uuhlas :

Yo Z

I Kernngka Dlsar UR . H Penlugkalan Nifai-nilai Kepentingan Umum dan Ktsqa!lter"n Sosfll ] S

 Porsi Pembebavan Biaya - L Evaluasi Ha'riﬁi:;l"ma'l.l Jul
_ dan Pembagian unteng -
— ¥ e > 2, Pemetskaa vlang dan sistem
yang adil dan juju¥ bagi
o e, B pemba)aran )mg ldll alas d:nr
- semus Pemilik Tanah : .
_ _ - harga lannh
Prl;l.sip-prins-fpbcinksaﬁur| " Pengembalian Blaya dan . T NP I U
_ Konoslidasi Tanzh Keunlungan Pembangunan Sistem Konlribusi Tanab Konfribusi - |
. : - : 2o tanah <Pertambahan Harga Tansh
0 Lyl Kontinwitas Hak Utilitas 1Sistem m Peadafiaran Tauah .
g U Atas Tanah i) c T (Ptndlﬁarln hnpt perolthan
. — - Pt nama) s
. 2. Sistem Pemeulun Uhng ; o
e : Sementaca watuk Koutmmus
pemanfuun Tanah )
3. Sls!em Pen]nminnn Hak '

Gambar 4—3-2 Konsep Dasar dan Prmslp-prmsm Konsolldas lanah




4-4  Variasi Sistem Pelaksanaan dan Badan Pehyelenggafa Konsolidasi Tanah

4-4-.1 Tipc-tipc dan Klasiﬁkasi Konsolidasi Tanah .

Baik Konsolidasi Tanah maupun L/R hany'f dilaksanakan olch Badan penyelenggara dengan
kewenangan yang Jelas Scbagaimana telah dljelaskan pada Bab 4-2-2 inslitusi penyelenggara
bisa scbagai assosiasi peserta pemilik tanah maupun instansi pemerintah. Dengan demikian -
menurut pcnyclcnggaraannya ada 2 jenis pelaksanaan Konsolidasi Tz 'mah yakm ' Konsolndasn
Tanah tlpc Assosnsn peserta dan Konsoluhsn Tanah hpe Pemermtah : e

Berdasatkan kedua upe Konsolld'm lanah atau L/R tersebut institusi pelaksana yang
memenuhi syarat di Indonesia dijelaskan pada Tabel 4-4-1 baik sifat-sifat pekerjaan maupun |
tugas-tugas dari instansi tersebut merupakan hasil evalusi pelaksanaan Konsolidasi Tanah di -
seluruh Indonesia berdasarkan sifat dan tugas- lugas yang dlsampalkan kcpada lnstansl (bad'm). *

Kemungkman bisa saja terjadl bahwa pemcrmtah setempat dan Assos;asn pem]hk tanah dapat
penyelenggara Konsolidasi Tanah di Indonesna manakala Konsolidasi Tanah sudah
_ mcrupakan alat yang ampuh untuk membangun prasarana perkotaan Akan tetapi legalitas dari -
instansi ‘calon penyelenggara dan pelaksana Konsolidasi Tanah perlu dlevaluaSI, sclauh mana

' kebcrhasnlannya sesual Peraluran pcraturan pelaksanaan Konsolndasn 'I‘anah e

Tahel 4 4 1 'Ilpe lnstanm Penyelenggara Konsollda51 Tanah

IS TP

Tipe LR | . LR o
o Badan Pelaksana | " Pemerintah - UR ssos:am : T _e el__'angan_: R
A5503135| Pesena H : ;-:, ZE:"-J X . 0 e .j;.‘{;. 0n$ l'ak(OI' lne!aksana Em
Pemerintah Pusat .~ - | 0 x s Pekerjaan Llelbawah _
(DepartemenPy) = | "7 e | e Pcngawasan dari mstansu ‘
Pemerintah K'abfkodya N S L ko R Penyelcnggara scpertl o
Perum Peru'mnas '_ o0 IR IR Perum Pemmnas
(Pembangunan - . * .. | (sebagai instansi - | (sebagai anggota DeveloperlPengembang
Permuknman/ Perumahan) penyel_e_ﬁggara - As's'o_siasir peserta) | Kontraktor umum kdIVI_
: perbalkan peiiibangunan Perbaikan dan Pembangunan "

_ prasarana pemuknman sebagan Prasarana Permukiman/kota
bagmn darl kepentmgan umum Sebagal kepentmgan darl AR

G penghum/pescrta -

T Sebenamya sampa1 saat 1m belum ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan"'_-
' -f--,:___dlbcmuknya assosiast atau orgamsam peserta, Belum jelas juga hingga saat ini, apakah

. Pemerintah Pusat alau Pemenntah Daerah dapat mcnyclenggarakan dan melaksanakan_'_'
-’:'_keglatan L/R. SR : - o

S Instan51 calon ﬁén}elcﬁggara dlusulkan agar dapat menyelenggarakan Konsohdasn I‘ anah_ _




dalam rangka meningkatkan dan membangun prasarana Kota/l’cnnuklman di scluruh
Nusamara :

Peran dan fungsi pemerintah pusat (khususny'l Departcmcn PU) dan Perum Perumnas dnmmt
dalam T 'lbel 4-4-1, dan dljehskan sebagal benkut ‘

Departcmen Pcker]aan Umum : L ;
Tugas-tugas Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini Dlrektorat Jenderal Clpla Karya
adalah pembangunan permukiman dan perumahan tcrmasuk pcmbangunan prasarana sosial
~ seperti pembangunan Kota, jalan, sanitasi penyediaan air minum yang semuanya berkaitan -
“dengan Konsolidasi Tanah. Proyek Konsolidasi Tanah itu harus dapat menyed;akan tanah
untuk sarana!prasarana tersebut, agar perbaikan dan pcmngkatan kondisi lmgkungan dapat -
tercapai. Dengan demikian tugas-tugas dan jenis pekerjaan tersebut merupakan pengawasan .
dan dukungan dari Dcpartemcn PU (Cipta Karya) sebagannana dllaksanakan pada berbagal .
ncgara '

Dengan dcmlknn hdak boleh tldak lnstansn Pekerjaan Umum harus Iklll secara langsung
- ambil bagian dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah bank tingkat Nasional seperti .-
pcmbangunan pusat pemerintahan, Rehabilitasi dan Pelbalkan Kola Pembangunan kembah .
permukiman akibat bencana alam seperii banjir, gempa | bumi gunung berapi dan tain- lam Di -

samping itu, Cipta Karya juga sangat diharapkan mendukung baik teknik maupun f'mansnal

- pelaksanaan Konsohdas; ~Tanah daerah  permukiman. Contoh tlpc lain pclaksanaan

Konsolidasi Tanah oleh Departemen PU adalah pembangunan jalan aﬂen, dengan cara
memperoleh tanah dan ruang untuk jalan dimaksud tanpa menggusur dan mcmmdahkan -
penduduk, dari tanah miliknya, Keunlungan lain pembangunan jalan arteri - dengan :
- menggunakan sistem Konsolidasi Tanah adalah mcngurangi rasa ketidak adilan bagl para ~

pcmlhk tanah. Selama ini pemilik tanah yang memiliki bldang—bldang tanah yang terkena -
ruas jalan yang akan dibangun akan menolak ganti rugi dengan harga pasar yang bcrlaku -

: sekarang, sedang pemlllk yang mempunyai bidang tanah yang berada disisi jatan yang akan o
dibangun akan mempunyai keuntungan besar karena harga tanah akan menmgkat Akan tetapi
- pembangunan jatan dengan sistem Konsolidasi Tanah, pemlhk tanah yang menolak gant; rugl -
dan keumungan yang tldak adil dapat dlhmdan . '

I)alam pembangunan Jalan arten ml, Menten Pekerjaan Umum, dlusulkan menjadl mstansn '
penyclcnggara Konsolldam Tanah khusus I R : - :

K Perum Perumnas

Telah disampaikan bahwa pembangunan Kota dalam hal pengadaan perumahan sekal:pun saat’

ini terhenti adalah dibawah kewenangan Perum Perumnas Dalam _hal -ini lebih tepat kalau
- dikatakan bahwa pengembangan dan pembangunan pcrkotaan dcngan Konsohdast Tanah pada

- masa yang akan datang dapat dlgunakan pada proyek Perum Pcrumnas Kcterhbatan Perum L

Pcrunmas dapat scbagai anggota dari Assosiasi pemlllk Tanah L/R atau sebagal institusi -

: Bab 3

o -...._':._11:2"

pelaksana pada Konsol:dasn Tanah Tlpe Pemermtah sepertl KAS[BA yang akan dlbahas pada = L



4-4-2 Hal-hél yang dibutuhkan oleh Instansi Penyelenggara

Jenis-jenis pekerjaan inti yang akan dilaksanakan dalam kegiatan L/R disajikan pada gambar
4-4-1, rencana sistem I/R harus dapat menetapkan organisasi yang sesuai dengan
kewcwcnangan dan kuasa yang sah kepada organisasi dimaksud untuk melaksanakannya.
Pelaksanaan tugas dan kegiatan tersebut pada Konsolidasi Tanah yang sedang berlangsung
dijelaskan sebagai berikut : '

a. Pclaksanan Konsohdasn T'm'ih dldasarkan atas kcwenangan Badan Pertanahan Nasional
scbagai instansi yang memp1mya1 tugas dan fungsi meneruskan kebljaksanaan pengelolaan
perfanahan. S ‘ : -

b. Masalah hak atas !anah scperh pcmclakan ulang yang mcrupakan tanggung]awab dari

' Assosnasn L/R secara langsung dllaksanakan oleh Bad’m Pcrtanahan \lasmnal termasuk
pelepasan hak dan pendaﬁaran : Sl

c. Konstruksi mfrastruklur tidak tcrmasuk pckcrjaan yang dllaksanakan olch Badan

- Pertanahan Nasional sebagal instansi pelaks*ma Penjualan TPBP yang digunakan untuk
'-'_'membangun dan memngkatkan mulu_ infrastruktur jarang dlplot olch Badan Pertanahah
_ '\Nasmnal Dlsampalkan juga bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak berhak
‘ menggunakan dana atau mendapat pmjaman baik untuk membaugun mfrastruktur maupin

pembangunan lainnya. Tidak ada hak dan kuasa Badan Pertanahan Nasional untuk

o menjual TPBP sekalipun Badan Pertanahan Nasnonal sebaga: pelaksana yang sah darl

- proyek Konsolidasi Tanah. LT :

 d. Badan Pcrtanahan Naswnal sebagal Badan Pelaksana menghubungl langsung peserta

. 'unluk pembenan hak atas tanah tanpa melalul orgamsa31 peserta sepertl Kelompok

: Pcmlllk I‘anah atau Assosnasn lamnya : : :
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